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BAB V 
PENUTUP 
 
 
A. Kesimpulan 
       Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis uraikan, maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pungutan liar atau pungutan liar dalam Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 yang dilakukan oleh aparatur sipil negara merupakan 
sebuah bentuk penghianatan atas jabatan dan sebuah kejahatan 
jabatan. Tindakan pungutan liar yang dilakukan oleh aparatus sipil 
negara ini dapat dikatakan sebagai suatu bentuk korupsi jika kita 
melihat pasal 12 dalam rumusan undang-undang nomor 20 tahun 
2001. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 ini membahas tentang 
perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang 
pemberantasan tindak pidana korupsi. Rumusan mengenai tindakan 
aparatur sipil negara atau pegawai negeri dalam pasal 12 dikatakan 
korupsi. Mengenai pungutan liar dalam hal ini dapat dilihat dalam 
pasal 12 huruf e. Dimana memiliki inti bahwa seorang pegawai negeri 
yang dengan sengaja melawan hukum yang menyalahgunakan 
kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, 
membayar, atau menerima pembayaran, atau agar seseorang tersebut 
melakukan sesuatu untuk si pegawai negeri atau aparatur sipil negara 
tersebut. Sama halnya dengan pungutan liar yang dilakukan pegawai 
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negeri atau aparatur sipil negara. karena atas nama jabatannya 
seorang pegawai negeri dengan sengaja melakukan hal-hal yang 
melawan hukum dan merugikan orang lain. Selain itu, masalah 
pungutan liar juga termasuk dalam kategori tindakan penipuan dan 
pemerasan karena memiliki tujuan yang sama yakni menguntungkan 
diri sendiri atau pun orang lain secara melawan hukum dan merugikan 
orang lain. 
2. Pungutan liar dalam hukum pidana Islam termasuk dala kategori 
jarimah ta’zir karena tidak terdapat di Al-Qur’an dan Hadits. 
Pungutan liar merupakan tindakan yang segala ketentuannya 
diserahkan sepenuhnya kepada ulil amri. Istilah pungutan liar dalam 
islam adalah al-maksu yang berarti pemunggutan cukai. Hukuman 
atas tindakan pungutan liar dalam islam ada berbagai macam 
diantaranya adalah jilid, perampasan harta, publikasi dan pencabutan. 
Hal ini dilakukan adalah semata – mata untuk kemaslahatan umat. 
Selain itu hukuman tersebut juga berfungsi sebagai efek jera kepada 
si pelaku pungutan liar dan pelajaran kepada semua orang bahwa 
tindakan tersebut merupakan suatu tindakan yang salah dan 
merugikan orang lain. Sehingga selain meerupakan bentuk 
pembelajaran untuk si pelaku pungutan liar juga pembelajaran untuk 
seluruh umat islam agar tidak melakukan tindakan tersebut. 
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B. Saran 
       Melihat penjabaran dari kesimpulan di atas, penulis mempunyai 
beberapa saran, yaitu: 
1. Sebagai seorang pejabat negara atau pegawai negeri atau aparatur sipil 
negara seharusnya mampu melaksanakan tugas yang sudah menjadi 
kewajibannya. Pelaksanaan tugas juga harus sesuai dengan aturan 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Setiap aparatur harus 
lebih mementingkan kepentingan masyarakat dari kepentingan sendiri. 
Selain itu juga harus menjaga nama baiknya dengan cara tidak 
menjatuhkan namanya dengan melakukan hal-hal yang tidak 
sepatutnya untuk dilakukan oleh seorang aparatur negara. 
2. Sebagai masyarakat seharusnya lebih hati-hati terhadap segala sesuatu 
yang baru diketahuinya dan belum diketahuinya karena setiap 
kejahatan itu bisa terjadi apabila ada kesempatan yang memberikan 
peluar bagi kejahatan tersebut. Setiap masyarakat yang apabila 
memiliki kesusahan dalam hal tersebut seharusnya bertanya kepada 
orang lebih mengerti tentang hukum agar tidak ada kesalahpahaman 
dalam mengartikan hal yang berkaitan dengan tindakan aparatur. 
Selain itu, sebaiknya seluruh masyarakat Indonesia harus mengerti 
tentang hukum yang berlaku di Indonesia agar setiap tindakan yang 
tidak sesuai dapat segera dilaporkan kepada pihak yang berwajib. 
